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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-JakartaPusat 10320 Telp.:(021) 3904146 Fax.:(021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 90/DSN-MUI/X11/2013
Tentang

PENGALIHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
ANTAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

g AP M

Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

Menimbang : a. bahwa masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
memerlukan penjelasan dari segi syariah tentang pengalihan
pembiayaan murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah;

b. bahwa ketentuan hukum mengenai pengalihan pembiayaan
murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah belum diatur dalam
fatwa DSN-MUI;

c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI
memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengalihan pembiayaan
murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah untuk dijadikan
sebagai pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah Swt.
a. Q.S. Al-Maidah [5]: 1:
- 338l st i al el
“Hai orang yang beriman, Penuhilah akad-akad itu....”
b. Q.S. al-Isra’ [17]: 34:
Vs 68 agah &) aasly i .
“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggunganjawabannya...”

2. Hadits Rasulullah Saw. tentang larangan bai’ al- ‘inah:
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Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila
manusia kikir dengan dinar dan dirham, melakukan jual beli ‘inah,
mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad fi sabilillah, maka
Allah SWT akan menurunkan musibah kepada mereka dan tidak
akan mengangkatnya kembali kecuali mereka kembali (komitmen)
kepada agama mereka.”
(Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar (Musnad
Imam Ahmad, Kitab ; al Muktsirin min ash Shahabah, Bab ; Musnad
Abdullah ibnu Umar al Khaththab RA, No. 4593. Hadits ini shahih
dan perawinya tsigah (Nashb ar Rayah 4/24)
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Dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzanni, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
“Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat)
dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh yang

'v.\

CT

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan
kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
(H.R. At-Tirmidzi dan beliau menilainya shahih)
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Dari ‘Ubadah bin al-Shamit RA. Dia berkata, Rasulullah SAW
bersabda:

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan
gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam
dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara
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tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan
secara tunai.” (H.R. Muslim)
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Dari Ibn Umar RA: “Dulu aku menjual unta di Baqi’. Aku
menjualnya dengan dinar dan menerima pembayarannya dengan
dirham. Aku (juga) menjualnya dengan dirham dan menerima
(pembayarannya) dengan dinar. Aku mengambil ini untuk itu, dan
memberi itu untuk ini (maksudnya: dinar dan dirham). Lalu aku
mendatangi Rasulullah SAW. Saat itu beliau sedang di rumah
Hafshah.

Aku bertanya, “Wahai Rasulullah. Sebentar, aku ingin bertanya
kepadamu, aku menjual unta di Baqi’. Aku menjualnya dengan dinar
dan menerima (pembayarannya) dengan dirham. Aku (juga)
menjualnya dengan dinar dan menerima (pembayarannya) dengan
dinar. Aku mengambil ini untuk itu, dan memberi itu untuk ini.”

Rasulullah SAW menjawab, “Tidak ada masalah jika kamu
menerimanya dengan harga di hari itu dan kalian berdua tidak
berpisah sementara masih ada sesuatu (yang belum dibayar).” (H.R.
Abu Dawud)

3. Ijma’ ulama tentang larangan bai’ al-dain bi al-dain:

J}Z Y U.:JJ\J u.w\.“ P d‘ ulf« ”/
“Para ulama telah konsensus bahwa bai’ ad-dain bi ad-dain itu

tidak dibolehkan.” (Ibnu al-Mundzir an-Naisaburi, al-ljima’,
Maktabah al-Shafa, 1999, Kairo, hal. 73)

4. Kaidah fikih :
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“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Y usuf al-Qardhawi, al-
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Qawa’id al-Hakimah li Figh al-Muamalat, Kairo, Dar al-Syuruq,
2010, hlm. 15)

Memperhatikan : a. Penjelasan para fuqaha mengenai keharaman bai’ al- ‘inah:

1. Pendapat madzhab Hanafi. Di antaranya penjelasan
al-Marghinani:
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Al-Marghinani dari madzhab Hanafi berkata: “Siapa yang
membeli seorang budak perempuan seharga 1000 dirham, baik
tunai ataupun tidak tunai; setelah menerimanya (qabdh),
kemudian ia menjualnya kembali kepada penjual (pertama)
seharga 500 sebelum harga akad yang pertama dibayar tunai,

maka akad jual beli (yang kedua) tidak boleh.” (al-Marghinani,
Fath al Qadir, 5/207)

2. Penjelasan Madzhab Maliki. Di antaranya penjelasan al-Dardiri:
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Al-Dardiri dari madzhab Maliki berkata, “(Bai’ al-‘Inah) itu
zahirnya boleh, tetapi menyebabkan kepada hal yang dilarang,

A

maka jual beli ini dilarang, walaupun pelaku akad tidak
bertujuan untuk melakukan hal terlarang, sesuai dengan prinsip
sadd adz-dzari’ah yang merupakan salah satu kaidah madzhab
(Maliki).

Kesimpulannya, setiap hal yang menyebabkan kepada yang
wajib, adalah wajib, dan sebaliknya, setiap hal yang
menyebabkan kepada yang haram adalah haram. (Karena itu)
bentuk-bentuk jual beli yang menyebabkan kepada praktik
terlarang yang pada umumnya menjadi tujuan dua pihak yang
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berakad --walaupun kenyataannya tidak dimaksudkan demikian—
adalah dilarang. Seperti jual beli yang mengakibatkan pinjaman
berbunga (manfaat), contohnya, seseorang menjual barang
seharga 10 dengan tidak tunai, kemudian ia membelinya kembali
seharga 5 secara tunai; transaksi ini menyebabkan barang
kembali kepada pemilik pertama, dan ia telah membayar
(mengeluarkan) wuang dalam jumlah sedikit, namun ia
memperoleh kembali uang dalam jumlah yang lebih besar.” (Abu
al-Abbas Muhammad ash-Shawi, asy Syarh ash-Shagir ma’a
Hasyiyati ash-Shawi, 3/116)

3. Penjelasan Madzhab Hanbali. Di antaranya penjelasan al-Khiragqi:
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Al-Khiraqi dari madzhab Hanbali berkata, “Siapa yang menjual
komoditi secara tidak tunai, maka ia tidak boleh membelinya
kembali (dari pembeli pertama) dengan harga lebih kecil dari
harga jual.” (Ibnu Quddamah, al-Mughni, 4/259)

b. Fatwa-fatwa kontemporer yang menegaskan bahwa pengalihan utang
pembiayaan dengan akad murabahah itu termasuk bai’ al- ‘inah. Di
antaranya:

1. Standar syariah AAOIFI :
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“Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa pihak
yang menjual barang kepadanya adalah pihak ketiga;, bukan
nasabah atau wakilnya. Oleh karena itu, jika nasabah atau
wakilnya adalah pemilik barang tersebut atau entitas penjual
barang tersebut itu dimiliki nasabah, maka transaksinya batal
(tidak sah).” (Hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja’ah al-
Islamiyah, al-Ma’ayir asy-Syar’iyah, AAOIFI, Bahrain, tahun
2010, hal. 92)
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2. Fatwa Dallah Baraka:
IS5 ) B LR EOY S EURTTRVE A
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“Bank tidak boleh membeli barang dari nasabah calon pembeli,
dengan kesepakatan bahwa bank akan menjualnya kembali
kepada nasabah tersebut dengan akad murabahah secara tidak
tunai dan dengan harga lebih tinggi, karena praktik ini termasuk

> »

bai’ al- ‘inah yang diharamkan-oleh syara’.

(DR ‘Izzudin Muhammad Khaujah, editor : Dr. Abdu Sattar Abu
Gudah, al-Dalil al-Syar’i li al-Murabahah, Majmu’ah Dallah al-
Barakah — al-Amanah al-‘Ammah — li al-Hai‘ah al-Syar’iyah al-
Muwahhadah, cet. I, tahun 1998, hal 18)

c. Fatwa-fatwa kontemporer yang menegaskan bahwa pengalihan utang
pembiayaan dengan akad hawalah bil wujrah dibolehkan. Di
antaranya:
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“Dewan pengawas syariah telah menelaah pertanyaan yang
diagjukan oleh perusahaan asuransi syariah tentang hukum
mengalihkan akad murabahah dari satu nasabah ke pihak lain
dengan sisa cicilannya. Menurut Dewan pengawas syariah,
pengalihan tersebut termasuk hawalah dan bukan termasuk
pengalihan murabahah, karena akad murabahah antara perusahaan
dengan nasabah yang pertama sudah berakhir, dan akadnya tidak

bisa dialihkan, tetapi yang mungkin adalah mengalihkan kewajiban
(iltizam) yang ditimbulkan akad murabahah dengan akad hawalah.”

(DR ‘Izzudin Muhammad Khaujah, editor : Dr. Abdu Sattar Abu
Gudah, al-Dalil al-Syar’i li al-Murabahah, Majmu’ah Dallah al-
Barakah —al-Amanah al-‘Ammah— 1i al-Hai‘ah al-Syar’iyah al-
Muwahhadah, cet. I, tahun 1998, hal. 18)
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d. Fatwa-fatwa kontemporer tentang larangan jual beli piutang dengan
harga berbentuk uang tanpa taqabudh dan tamatsul. Di antaranya:

1. Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI
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“Tidak boleh menjual piutang yang belum jatuh tempo kepada
selain debitur dengan uang yang dibayar tunai, baik mata uang
sejenis atau berbeda jenis, karena menyebabkan terjadinya riba.
Begitu pula tidak boleh menjual piutang dengan uang yang
dibayar tidak tunai, baik dengan mata uang sejenis atau berbeda
Jjenis, karena termasuk bai’ al-kali® bi al-kali* yang diharamkan
menurut syariah. Larangan tersebut berlaku pada piutang yang
timbul dari akad qardh atau jual beli tangguh (tidak tunai).”
(Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI no. 101 [11/4] tentang bai
al-dain)
2. Keputusan Nadwah al-Baraka :
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“Di antara bentuk-bentuk (transaksi, pen.) yang dilarang adalah
menjual  piutang kepada selain debitur dengan harga
(pembayaran) berupa uang yang dibayar tunai dan lebih kecil
dari pokok utang. Transaksi ini merupakan salah satu bentuk riba
karena terjadi pertukaran dua mata uang sejenis (transaksi sharf)
yang tidak memenuhi unsur tamatsul (saling sama) dan taqabudh
(saling tunai). Bentuk transaksi yang dilarang ini berlaku pada
piutang yang ditimbulkan dari akad qardh ataupun jual beli tidak
tunai.” (Qararat wa Taushiyat Nadawat al-Barakah’, Al-Amanah
al-‘Ammah li al-Hai'at al-Syar’iyah, Majmu’ah Dallah al-
Barakah, Jeddah, cet. VII, Tahun 2006)
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e. Standar syariah AAOIFI tentang kebolehan tawarruq jika ada hajah
syar’iyah.
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“Tawarruq bukan merupakan produk investasi atau pembiayaan.
Tawarruq hanya dibolehkan jika ada hajat (kebutuhan). LKS tidak
boleh memanfaatkan tawarruq untuk memenuhi keperluan dana
(likuiditas) sebagai alternatif dari upaya penghimpunan dana
melalui produk mudharabah, wakalah bil istitsmar, penerbitan
shukuk, dan lain-lain.

LKS hanya boleh menggunakan tawarruq jika ada hajat (kebutuhan)
yaitu menutupi kekurangan likuiditas dan meminimalisir risiko
likuiditas ~ lembaga-lembaga  keuangan  syariah. Jika LKS
menggunakan tawarruq, maka LKS tidak boleh mewakilkan kepada
pihak lain untuk menjual barang tersebut, tetapi harus menjual
langsung, walaupun dengan memanfaatkan pialang/mediator.”
(Hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja’ah al-Islamiyah, al-Ma ayir al-
Syar’iyah, AAOIFI, Bahrain, tahun 2010, hal. 413)

f. Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI tentang kebolehan jual beli
piutang dengan harga berbentuk barang

4% walay u,.xj\ & }u-s U,JJ\@ J5e e
“Diantara bentuk-bentuk bai’ al-dain yang dibolehkan adalah
menjual piutang dengan komoditas tertentu.” (Keputusan Lembaga
Fikih Islam OKI no. 158 [17/7] tentang bai’ al-dain)
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g. Surat-surat dan fatwa-fatwa terkait, yaitu :

L

10.

11.

12.

13.

Surat Bank BNI Syariah Nomor BNIsy/DIR/766, tanggal
19 November 2012;

Surat Bank CIMB Niaga Syariah Nomor 114/UUS/IX/2012,
tanggal 04 Oktober 2012;

Rekomendasi Ijtima’ Sanawi (4dwnual Meeting) Dewan
Pengawas Syariah VIII, Tahun 2012 tanggal 02 - 05 Desember
2012;

Pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS)
tentang Pengalihan Piutang Pembiayaan Antar Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) di Bandung tanggal 07 - 09 Februari
2013;

Pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS)
bersama Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)
tentang Pengalihan Piutang Pembiayaan Antar Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) di Anyer Banten tanggal 20 - 22 Juni
2013;

Pembahasan final dan rekomendasi WGPS tentang Pengalihan
Piutang Pembiayaan Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
di Bandung tanggal 27 - 29 September 2013;

Fatwa DSN-MUI No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah
bil Ujrah;

Fatwa DSN-MUI No: 27/DSN-MUI/II1/2002 tentang al-ljarah
al-Muntahiyah bi al-Tamlik;

Fatwa DSN-MUl No: 73/DSN-MUI/X1/2008  tentang
Musyarakah Mutanaqisah;

Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pedoman
Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal;

Fatwa DSN-MUI No: DSN 80/DSN-MUI/III/2011 tentang
Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek
Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek;

Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman
Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah;

Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu,
tanggal 04 Desember 2013.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : Fatwa tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar
Lembaga Keuangan Syariah

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar LKS adalah pengalihan utang atau piutang
nasabah yang timbul dari pembiayaan LKS kepada nasabah dengan akad murabahah,
yang pembayaran harga (tsaman)-nya dilakukan secara tidak tunai atau angsuran;

2. Utang pembiayaan murabahah adalah utang nasabah yang timbul dari pembiayaan LKS
kepada nasabah dengan akad murabahah;

3. Pengalihan utang pembiayaan murabahah atas inisiatif nasabah adalah pengalihan utang
pembiayaan murabahah yang diajukan oleh nasabah dari satu LKS ke LKS lain;

4. Piutang pembiayaan murabahah adalah piutang LKS yang timbul karena pembiayaan
kepada nasabah dengan akad murabahah;

5. Pengalihan piutang pembiayaan murabahah atas inisiatif LKS adalah penjualan piutang
murabahah yang dilakukan oleh satu LKS kepada LKS atau pihak lain;

6. Bai’ al-‘inah adalah akad di mana satu pihak menjual barang secara tidak tunai, dengan
kesepakatan bahwa penjual akan membelinya kembali dengan harga lebih kecil secara
tunai;

7. Hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (muhil/madin/debitur)
kepada pihak lain yang bersedia menanggung (membayar)-nya (muhal ‘alaih);

8. Hawalah bil ujrah adalah akad hawalah dengan imbalan (wjrah) yang diterima oleh
muhal alaih dari pihak yang mengalihkan (muhil/madin);

9. Pembiayaan ijarah muntahivah bi al-tamlik (IMBT) adalah pembiayaan yang
menggunakan akad ijarah (sewa) yang disertai dengan janji (wa’'d) pemindahan hak milik
atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesainya akad ijarah serta
kewajibannya;

10. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak menyertakan modal
usaha, keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan atau sesuai porsi modal, kerugian yang
terjadi bukan karena kelalaian pengguna dibagi sesuai porsi modal yang disertakan;

11. Pembiayaan musyarakah mutanaqishah (MMQ) adalah pembiayaan musyarakah yang
modal salah satu syarik berkurang karena hishshahnya dibeli oleh syarik lain secara
bertahap;

12. Bai’ al-dain al-mu’ajjal li ghair al-madin bi tsaman hall adalah menjual piutang yang
belum jatuh tempo kepada selain debitur dengan harga tunai;
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13. Tsaman adalah harga baik berupa uang ataupun barang yang wajib dibayarkan oleh
pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas obyek yang dibeli;

14. Barang adalah seluruh harta kekayaan (mal) selain uvang, baik yang diperjualbelikan di
bursa berjangka yang berdasarkan prinsip syariah, seperti komoditi maupun yang
diperjualbelikan di bursa efek yang berdasarkan prinsip syariah, seperti saham syariah
dan sukuk.

Bagian I
Pengalihan Utang Pembiayaan Murabahah
Atas Inisiatif Nasabah

Pasal 2
Ketentuan Hukum

Pengalihan utang pembiayaan murabahah atas inisiatif nasabah boleh dilakukan dengan
menggunakan akad Hawalah bi al-ujrah, MMQ atau IMBT dan tidak boleh menggunakan
akad murabahah karena termasuk bai’ al- ‘inah;

Pasal 3
Ketentuan Akad

1. Apabila pengalihan utang pembiayaan murabahah menggunakan akad hawalah, berlaku
substansi fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah dan fatwa
No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil ujrah;

2. Apabila pengalihan utang pembiayaan murabahah menggunakan akad IMBT, berlaku
substansi fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan
fatwa No: 27/DSN-MUV/111/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik;

3. Apabila pengalihan utang pembiayaan murabahah menggunakan akad MMQ, berlaku
substansi fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan fatwa
No: 73/DSN-MUI/X1/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, dan substansi Keputusan
DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah
Mutanagqishah dalam Produk Pembiayaan.

Pasal 4
Mekanisme Pengalihan Utang Pembiayaan Murabahah

1. Mekanisme I : Akad Hawalah bil Ujrah

a) Nasabah (muhil / madin / debitur) yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada
suatu LKS (LKS A) mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada LKS lain
(muhal ‘alaih);

b) LKS lain (muhal ‘alaih / muhtal ) setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut,
melakukan akad hawalah bi al-ujrah dan membayar sebagian atau seluruh utang
nasabah ke LKS A (muhal / muhtal / da’in / kreditur) pada waktu yang disepakati;
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¢) Nasabah (muhil / madin / debitur) membayar ujrah kepada LKS lain (Muhal ‘alaih)
atas jasa hawalah;

d) Nasabah (muhil / madin / debitur) membayar kewajibannya yang timbul dari akad
hawalah kepada LKS lain, baik secara tunai maupun secara tangguh/angsur sesuai
kesepakatan.

2. Mekanisme II : Akad IMBT

a) Nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada suatu LKS (LKS A),
mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada LKS lain dengan akad IMBT;

b) LKS lain setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, membeli aset nasabah
tersebut yang dibeli dengan akad murabahah dari LKS A, dengan janji obyek
tersebut akan disewa oleh nasabah dengan akad IMBT;

¢) LKS lain dan nasabah melakukan akad IMBT;
d) Nasabah melunasi utang pembiayaan murabahahnya ke LKS A.

3. Mekanisme III : Akad MMQ
a) Nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada suatu LKS (LKS A),
mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada LKS lain dengan akad MMQ);

b) LKS lain dan nasabah melakukan akad MMQ dengan ketentuan LKS lain
menyertakan modal usaha senilai sisa utang nasabah ke LKS A, dan nasabah
menyertakan modal usaha dalam bentuk barang yang nilainya sama dengan sebagian
utangnya yang sudah dibayar ke LKS A;

c) Nasabah melunasi utang pembiayaan murabahahnya ke LKS A;

d) Nasabah menyewa barang yang menjadi obyek syirkah (musyarakah) dengan akad
Ijarah;

e) Nasabah membeli hishshah modal syirkah LKS lain secara bertahap;

Bagian IT
Pengalihan Piutang Pembiayaan Murabahah Atas Inisiatif LKS
Pasal 5
Ketentuan Hukum
Pengalihan piutang pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan cara :
1. Menjual piutang dengan tsaman berupa barang, dibolehkan; dan

2. Menjual piutang dengan fsaman berupa uang, diharamkan karena termasuk bai’ al-dain
al-mu’ajjal li ghair al-madin bi tsaman hall.
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g)

Pasal 6
Mekanisme Jual Beli Piutang dengan Harga Berupa Barang

LKS A yang memiliki piutang pada Nasabah, mengajukan penjualan piutangnya kepada
LKS B;

LKS A bersedia dan setuju untuk menjual piutangnya dengan barang;

LKS B membeli barang di Bursa Indonesia (BBJ / JFX atau BEI / IDX) atau di pasar lain
yang diakui oleh DSN;

LKS A menjual piutangnya dengan barang tersebut;

LKS A menyerahkan piutangnya kepada LKS B dan LKS B menyerahkan barang kepada
LKSA;

LKS A menjual barang kepada pihak lain;

LKS B boleh memberikan kuasa (wakalah) ke LKS A untuk menerima pembayaran dari
Nasabah, lalu menyampaikannya kepada LKS B, atau Nasabah membayar ke LKS B
melalui rekeningnya pada LKS A.

Pasal 7
Penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di
antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian
sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Jakarta
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